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Undang-UndangDasar 1945
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan

Undang-Undang Gangguan (Hnderordonnantie)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah.
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Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun
2008

Peraturan Walikota Padang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Izin
Gangguan

Peraturan Walikota Padang Nomkr 36 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan
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